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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami aturkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena
atas berkatrahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan
pembuatan Rencana Srtategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian
kinerja lima tahun ke depan yang perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh
seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipanserta para pemangku
kepentingan perpustakaan dan kearsipan dalam menyusun perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan bidang perpustakaan
dan kearsipan secara sinergis dan berkesinambungan dalam rangka
pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.

Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan tergantung pada komitmen segenap pegawai Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya
bermuara pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Natuna.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien
dapat tecapai. Namun kami menyadari, Renstra ini tidak terlepas dari segala
kekurangan. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang

setulus-tulusnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




g

RENSTRA 2025-2029

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. ...ttt e i
DAFTAR IS .o e e e e e ii
DAFTAR TABEL.....itiiiiiii e et Av
DAFTAR GAMBAR. ... e vi
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar BelaKang ......ocveeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 1
1.2, Dasar HUKUM ..oooiiiiiiiiii e 4
1.3. Maksud Dan Tujuan .......c.cceeveiiiiieniiniiiiiieieeeeeeeee e 8
1.4. Sistematika Penyusunan.........c.ccoovviiiiiininininininneneneennn. 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah........................... 11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... 11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.........c....c.cceeeeneni. 31
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.................... 37
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan ........c.cceceeveevenenenienne. 48
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah........... 50
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah........... 51
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.............................. 52
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
G T g I B 1 5 T o 57
IC T2 - TSE2 1 2 o U N 59
ICTRC TS ) 5 7= 1 Y = D 61
3.4 Arah Kebijakan.......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 65
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan.......... 67
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan............c..c.c.c..... 95
4.2.1. Indikator Kinerja Utama..........ccocoveiiinniniiniininenn.. 95
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci.......c.ccoceeveiiiiiiiiinniiinn, 96

;;;;;



A

RENSTRA 2025-2029

BAB V PENUTUP

S.1 Kesimpulan......ooveiiiiiiiiiiiiiiiiii e 98
5.2 Kaidah Pelaksanaan.........c.cocoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinininen.. 98
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi....................... 99



g

RENSTRA 2025-2029

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7
Tabel 2.8
Tabel 2.9
Tabel 2.10
Tabel 2.11
Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 4.2

: Data pegawai

;;;;;

DAFTAR TABEL

: Jumlah pegawai Disperpusip berdasarkan Jabatan Struktural,

Fingsional, Staf ASN dan Non ASN.....c..coeiiiiiiiiiiiiiiniieenee, 32
Disperpusip berdasarkan golongan dan jenis

| (S N0 011 o BT 32

: Data pegawai Disperpusip berdasarkan pendidikan dan jenis

| S N 0011 o DU PP 33

: Data pegawai Disperpusip berdasarkan Eselon dan jenis

2SI =W 01 i s DU PPN 33

: Data pegawai Disperpusip berdasarkan jenis jabatan dan jenis

Kelamim. ...t e 33

: Data pegawai Non ASN berdasarkan pendidikan dan jenis

| LG =00 0 11 o 34

: Daftar Urutan Kepangkatan Disperpusip Kabupaten Natuna35

: Data Sarana dan Prasarana Disperpusip Kabupaten Natuna36

: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022-2024.......... 38
: Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2024.............. 40
: Capaian Indikator Kinerja Program 2022-2024..................... 42
: Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024.........c.cccciiiiiiiinenenne. 43
: Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Disperpusip.................. 54

: Kontribusi Disperpusip Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan

Dan Sasaran RPUMD . ...t 58

: Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disperpusip

2025-2029.. e 60

: Penahapan Renstra Disperpusip Kabupaten Natuna Tahun

2025-2029. e 63

: Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Disperpusip

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.........c....cciiiiiiinenn... 66

: Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra



A

RENSTRA 2025-2029 A

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 4.6

Disperpusip Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029...............

: Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Disperpusip Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029............... 84

: Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah.......c....cocoooiiiiiiiiiiiiiinnnnnn.. 93

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperpusip Kabupaten Natuna

Tahun 2025-2029......cuiuiiiiiiii e 96

: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disperpusip Kabupaten Natuna

Tahun 2025-2029.......iiiiiiiiiii e 97

.....

.....



A

RENSTRA 2025-2029 i

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah...3

Gambar 2.1: Struktur Organisasi dan Tata Laksana Disperpusip Kabupaten



g

RENSTRA 2025-2029 i

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur
bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi
perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan  Jangka
Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan
tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Pada tataran Perangkat Daerah
diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka
menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka
pendek yaitu Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang
berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada
RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Natuna disusun dalam rangka menjabarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Natuna tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah.

Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Natuna
menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab
dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah (Bapperida untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan
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Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna
tidak terlepas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan dan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional
Tahun 2025-2029. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik
Indonesia Tahun 2025-2029. Dalam Undang undang Nomor 43 tahun
2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan Umum
adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai
sarana pembelajaran tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku,
ras, agama dan status ekonomi. Sementara dalam Undang-undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa untuk
menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin
perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat,
serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan
kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan
sebagaimana dibutuhkan oleh suatusistem penyelenggaraan kearsipan
nasional yang andal.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang
dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maka disusunlah Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai satu bagian yang utuh dari
manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam proses penyusunan Renstra Periode 2025-2029, Dinas
Perpustakaan dan Perpustakaan Daerah mempedomani Permendagri 86
Tahun 2017 dengan alur penyusnan renstra adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
Penyusunan Rancangan Awal
Penyusunan Rancangan

Pelaksanan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

a & DN

Perumusan Rancangan Akhir



A

RENSTRA 2025-2029 e

6. Penetapan Renstra PD
Adapun alur secara detail tata cara penyusunan renstra adalah sebagai

berikut:

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dengan
mempertimbangkan  perkembangan lingkungan strategis, baik di
lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling
berpengaruh  dalam = penyelenggaraan pembangunan. Rencana
Strategis (Renstra) juga berdasarkan hasil evaluasi pencapaian
indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan selama
lima (5) tahun masa Renstra 2021-2026 sebelumnya.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang disusun setiap
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tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna menjadi acuan dalam
pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Natuna, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ini,

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang — undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang — undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
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11.

12.

13.

14.

Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaks3
Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

;;;;;
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15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 te

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

16. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun

2025-2029;

17. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional

Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 69);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021
tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun
2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021
nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
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2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
Nomor 55);

24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2019 Nomor 47);

25. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah

Kabupaten Natuna.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah untuk
menggambarkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta
program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan selama kurun waktu 5 tahun kedepan dalam rangka
mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten
Natuna yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-
2029.

Adapun tujuannya dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai sarana sinkrinisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD
Kabupaten Natuna;

2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) thunan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna,;

3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipa Kabupaten Natuna;

4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan

pengawasan atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Natuna.
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029

berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2

tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas tentang latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang tugas, fungsi, struktur perangkat
daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok
sasaran layanan, mitra perangkat daerah serta hasil
identifikasi terhadap permasalahan pelayanan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi,
misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dan penentuan isu strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN
KEBIJAKAN
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta
menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka
menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Natuna Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
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BAB V

Memuat tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan
arah  kebijakan agar selaras dengan analisis
permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan
indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Natuna sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan penegasan terhadap
komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029 secara konsisten yang
implementasinya dijabarkan dalam rencana kerja
tahunan, serta pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan secara berkelanjutan dan sistematis.

.....
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat
daerah membahas tentang dua hal. Pertama, gambaran pelayanan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan yang membahas tugas, fungsi dan struktur
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang
dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian- capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode sebelumnya, serta
kelompok sasaran layanan perangkat daerah. Kedua, permasalahan dan
isu strategis perangkat daerah yang membahas permasalahan layanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan penentuan isu-isu strategis Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan memuat tentang dasar hukum pembentukan, struktur
organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon
dibawah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Uraian tentang
struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dijabarkan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses,
prosedur, mekanisme).

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Perpustakaan;
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d. Bidang Kearsipan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum struktur organisasi merupakan sebuah susunan
berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat
pada masyrakat. Pasalnya dengan adanya struktur organisasi ini kita bisa
melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang bisa
dikoordinasikan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan adanya struktur
organisasi tersebut kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah

pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

GAMBAR 1.1

Struktur Jabatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Natuna

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang
Perpustakaan dan Kearsipan dan memiliki fungsi sebagai berikut:
4+ Tugas pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana


https://sinau.info/struktur-organisasi/
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(2)

dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, memiliK

ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasian kebijakan

terkait bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai

tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan

menetapkan kebijakan daerah di bidang perpustakaan
dan kearsipan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskandan menetapkan kebijakan perencanaan
pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan, kepegawaian, tata wusaha, dan
aset/barang persedian;

e. menetapkan administrasi umum, keuangan,
kepegawaian,tata usaha, dan aset/barang persediaan
dilingkup Dinas;

f. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang
perpustakaan dan kearsipan tingkat Daerah;

g. mengkoordinasikan pelaksanaanbidang perpustakaan
dan kampanye gerakan pembudayaan gemar membaca;

h. mengkoordinasikan penyelengaraan Kearsipan

tingkat Daerah;

aaaaa
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i. mengoreksi, membina dan menilai kinerja pegawai
lingkup Dinas;

j- mengkoordinasikan, pelaporan, dan evaluasi
pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

k.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya;

(4) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam

melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai

berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan
dan kearsipan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan
umum di bidang perpustakaan dan kearsipan,;

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang
perpustakaan dan kearsipan;

d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Bupati.

2. Sekretaris

(1)

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275
ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan memimpin,
mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan
terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan
pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Umum
dan kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan
Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar
tercapai tujuan organisasi.

Sekretariat mempunyai tugas pokok = menyusun,
merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi

kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan,

aaaaa
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(3)

(4)

kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan;
urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan, serta
mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.

Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan program kerja lima tahun
dan tahunan dilingkup Sekretariat dan Dinas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi
surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;

e. menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan
tata usaha;

f. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan,
penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-
tugas bidang secara terpadu;

g. mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka
penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;

h. mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan kinerja
dinas;

i. mengoreksi, membina dan menilai kinerja pegawai
dilingkup Sekretariat;

j- menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas
kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya memiliki
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fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan
Sekretariat;

b. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan,
keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan,
dan keprotokolan;

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas
perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan
rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;

d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan,
dan keprotokolan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

(1) Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(2) Tiap-tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) huruf a, memiliki
ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan
Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan

ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk
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tercapainya tujuan organisasi.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan
administrasi umum dan kepegawaian.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja
lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian
Umum dan Kepegawaian;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan dan melaksanakan urusan umum,
kepegawaian, dan tata usaha;

e. menyiapkan pembinaan dan pelatihan sumber
daya manusia pegawai di lingkup Dinas;

f. menyiapkan data laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi
pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya,
di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;

g. menyiapkan dan melaksanakan operasional
penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan
profil Dinas;

h. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas
kepada atasan;

i. mengoreksi, membina dan menilai hasil kinerja
pegawai di Subbagian Umum dan Kepegawaian;

j.- membina pegawai di Subbagian Umum

dan Kepegawaian; dan
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k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(1)

(2)

(3)

Subbagian Perencanaan dan Keuangan
sebagaimana dimaksud dala Pasal 278 ayat (1)
huruf b, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyelenggaraan Subbagian Perencanaan dan
Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan

Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan

organisasi.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas pokok menyiapkan, mengonsep
melaksanakan perencanaan dan administrasi
keuangan, membuat data laporan keuangan

dengan menyiapkan administrasi keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja
lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian
Perencanaan dan Keuangan,;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing  pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

d. menyiapkan administrasi keuangan, aset dan

barang persediaan dinas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

aaaaa
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e. menyiapkan rencana strategis dan rencang

kerja Tahunan Dinas;
f. menyiapkan rekapitulasi laporan realisasi fisik
kegiatan Dinas;

g. menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah

Dinas; h. Menyiapkan data laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan
keterangan pertanggungjawaban, laporan

kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk
pelaporan lainnya, di lingkup Subbagian
Perencanaan dan Keuangan,;

i. menyiapkan laporan keuangan Dinas;

j- melaksanakan operasional penyiapan data
perencanaan dan data laporan penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi
pemerintah di lingkup Dinas;

k. menyiapkan laporan aset dan barang persediaan
Dinas;

1. melaksanakan operasional administrasi
pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan di
lingkup Dinas sesuai dengan peraturan;

m.menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas
kepada atasan;

n. membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya
yang menjadi tugas dan tanggung jawab
Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

o. mengoreksi, membina dan menilai hasil kerja
pegawai di Subbagian Perencanaan dan Keuangan,;

p. membina pegawai di Subbagian Perencanaan
dan Keuangan; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
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Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Perpustakaan

(1) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

pasal 275 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar jabatan
memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan
kebijakan terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan
pelaksanaan pembinaan administrasi pengolahan,
layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan dan
pengembangan perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca sesuai dengan ketentuan dan
peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang  Perpustakaan mempunyai tugas  pokok

menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan

mengevaluasi  kebijakan  urusan = penyelenggaraan
perpustakaan.

Bidang Perpustakaan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. merencanakan operasional rencana kerja dan
program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup
bidang perpustakaan;

b. mendistribusikan tugas kepada sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang
perpustakaan;

e. merencanakan pelaksanaan deposit, akuisisi dan

pengolahan bahan perpustakaan;
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f. merencanakan pelaksanaan layanan, teknologi eknolog

informasi dan komunikasi, pelestarian, kerja sama dan
pengembangan sumber daya manusia perpustakaan;

g. mengoreksi, membina dan menilai hasil kinerja di
bidang perpustakaan;

h. menyusun  serta  melaporkan  seluruh  hasil
pelaksanaan tugas bidang perpustakaan; dan

i. mengevaluasikan dan melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
tanggung jawab.

(4) Bidang Perpustakaan dalam menjalankan tugasnya
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan
bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan
pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan
perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi
daerah (local content), pelaksanaan kajian kebutuhan
pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi,
penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan
perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data
ke pangkalan data;

b. pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerja sama
perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan,
literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan
ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan
sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian
kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi,
informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan
website dan  jaringan perpustakaan, serta
pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan
membangun jejaring perpustakaan;

c. pelaksanaan  pelestarian bahan  perpustakaan
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€.

meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik bahan
perpustakaan termasuk naskah kuno melalui
perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan
sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan alih
media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan
perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih
media, pemeliharaan serta penyimpanan master
informasi digital.

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis
perpustakaan, implementasi Norma Standar Prosedur
dan Kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan,
koordinasi pengembangan perpustakaan, dan
pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi
pengembangan perpustakaan;

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga
perpustakaan meliputi pendataan tenaga
perpustakaan, bimbingan  teknis, peningkatan
kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka
kredit = pustakawan, koordinasi pengembangan
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan,
pemasyarakatan/sosialisasi, serta evalusi pembinaan
tenaga perpustakaan; dan

pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran
membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan
pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi,
pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis

serta evaluasi kegemaran membaca.

Kelompok Fungsional Bidang Perpustakaan

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perpustakaan

terdiri dari:

aaaaa
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a. Sub-Koordinator Pengolahan, Layanan, da

Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan

b. Sub-Koordinator Pengembangan Perpustakaan dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca.

(2) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bidang Perpustakaan.

1. Sub-Koordinator Pengolahan,Layanan, dan Pelestarian

Bahan Perpustakaan

(1)

(2)

(3)

Sub-Koordinator Pengolahan, Layanan, dan
Pelestarian = Bahan = Perpustakaan sebagaimana
dimaksud dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf a,
memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan
pengolahan, layanan, dan  pelestarian bahan
perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan
Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan
organisasi.
Sub-Koordinator Pengolahan, Layanan, dan
Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas
pokok  melaksanakan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan pengolahan, layanan, dan pelestarian
bahan perpustakaan.
Sub-Koordinator Pengolahan, Layanan, dan
Pelestarian
Bahan Perpustakaan mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menyiapkan rencana kerja dan program Kkerja
lima tahun dan tahunan di lingkup pengolahan
layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan;

b. pelaksanaan pengembangan koleksi dan

aaaaa
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pengolahan bahan perpustakaan

meliput
penyusunan kebijakan pengembangan koleksi,
seleksi, pengadaan bahan perpustakaan,
inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local
content), pelaksanaan kajian kebutuhan
pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi,
penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan
perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan
data ke pangkalan data;

c. pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerja
sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi,
rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka,
dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok
baca, dan sejenisnya), promosi layanan,
pelaksanaan  kajian  kepuasan = pemustaka,
pengembangan teknologi, informasi dan
komunikasi perpustakaan, pengelolaan website
dan jaringan perpustakaan, serta pelaksanaan
kerja sama antar perpustakaan dan
membangun jejaring perpustakaan;

d. Pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan
meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik
bahan perpustakaan termasuk naskah kuno
melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta
pembuatan sarana penyimpanan bahan
perpustakaan dan alih media melakukan
pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan
termasuk naskah kuno melalui alih media,
pemeliharaan serta penyimpanan master informasi
digital.

e. Penyusun serta melaporkan seluruh hasil

pelaksanaan tugas bidang perpustakaan; dan
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f. mengevaluasikan dan melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas

dan tanggung jawab.

2. Sub-Koordinator Pengembangan Perpustakaan dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca

(1) Sub-Koordinator Pengembangan Perpustakaan dan

(2)

(3)

Pembudayaan Kegemaran Membaca  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf b, memiliki
ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan
pengembangan perpustakaan dan = pembudayaan
kegemaran membaca sesuai dengan ketentuan dan
Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya
tujuan organisasi.

Sub-Koordinator = Pengembangan  Perpustakaan
dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas
pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan pengembangan  perpustakaan dan
pembudayaan kegemaran membaca.

Sub-Koordinator = Pengembangan = Perpustakaan
dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima
tahun dan tahunan di lingkup pengembangan
perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan
semua jenis perpustakaan, implementasi norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pendataan

aaaaa
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perpustakaan, koordinasi pengembanga

perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi, serta
evaluasi pengembangan perpustakaan;

c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan pengembangan tenaga perpustakaan,
meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan
teknis, peningkatan kemampuan teknis
kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan,
koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga
teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi,
serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;

d. melaksanakan pengembangan pembudayaan
kegemaran

membaca meliputi pengkajian dan pelaksanaan,
pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi,
pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis
serta evaluasi kegemaran membaca;

e. menyusun  serta  melaporkan  seluruh  hasil
pelaksanaan  tugas dilingkup Pengembangan
Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran
Membaca; dan

f. mengevaluasikan dan melaksanakan tugas-tugas
lain

yang diberikan oleh Kepala bidang.

4. Bidang Kearsipan

(1) Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275
ayat (1) huruf d, memiliki ikhtisar jabatan memimpin,
mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan
terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan
pelaksanaan pembinaan administrasi pembinaan dan

pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip sesuai
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(2)

(3)

dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujua

organisasi.

Bidang Kearsipan mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan, memfasilikasikan dan melaksanakan
kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan
pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan daerah
yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan
sarana, organisasi Kearsipan, dan pendanaan.

Bidang Kearsipan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. merencanakan operasional rencana kerja dan program
kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang
Kearsipan;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan
mengevaluasi penyelenggaraan kearsipan;

e. merencanakan pelaksanaan pembinaan
penyelenggaraan kearsipan dan mengevaluasi pada
Perangkat Daerah, perusahaan, organisasi
masyarakat/organisasi politik dan masyarakat serta
lembaga pendidikan;

f. merencanakan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis
dan mengevaluasi terhadap arsip dinamis vital, asset,
serta inaktif;

g. merencanakan dan  mengevaluasi pelaksanaan

aaaaa
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pengelolaan arsip statis; dan

h. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan layanan
dan pemanfaatan arsip.

(4) Bidang  Kearsipan dalam  menjalankan  tugasnya
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan perencanaan program pengelolaan
dan perawatan kearsipan;

b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi
serta pelaksanaan pengelolaan dan perawatan
kearsipan,;

c. penetapan pedoman pelaksanaan pengelolaan
kearsipan;

d. pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki
jangka waktu simpan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun
berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berasal
dari perangkat daerah;

e. pembinaan dan pengawasan kearsipan terhadap
pencipta arsip

f. melaksanakan pengelolaan arsip statis.

Kelopmpok Fungsional Bidang Kearsipan

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Kearsipan
terdiri dari:

a. Sub-Koordinator = Pembinaan dan Pengawasan

Kearsipan; dan

b. Sub-Koordinator Pengelolaan Arsip.

(2) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan.

1. Sub-Koordinator Pembinaan dan pengawasan Kearsipan
(1) Sub-Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) huruf
a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi,
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(2)

(3)

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan

pembinaan dan pengawasan kearsipan sesuai dengan

ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk
tercapainya tujuan organisasi.

Sub-Koordinator Pembinaan dan Pengawasan

Kearsipan mempunyai tugas pokok merencanakan dan

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan Kearsipan.

Sub-Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

menyiapkan rencana kerja dan program kegiatan lima
tahun dan tahunan di lingkup Pembinaan dan
Pengawasan Kearsipan;

b. memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait
pembinaan dan pengawasan kearsipan sesuai
dengan ketentuan dan perturan agar pelaksanaan
tugas berjalan efektif dan efisien;

c. menyiapkan bahan  operasional terkait di
Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan
tugas berjalan efektif dan efisien;

d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang; dan

e. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan
Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sesuai
dengan  ketentuan dan  peraturan  sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang.

- =
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2. Sub-Koordinator Pengelolaan Arsip

(1) Sub-Koordinator Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
fasilitasi dan  koordinasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan arsip sesuai
dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan
untuk tercapainya tujuan organisasi.

(2) Sub-Koordinator Pengelolaan Arsip mempunyai tugas pokok
merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
pengelolaan arsip.

(3) Sub-Koordinator Pengelolaan Arsip mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:

a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun
dan tahunan dilingkup Pengelolaan Arsip;

b. memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait
pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan dan
peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan
efisien;

c. menyiapkan bahan operasional terkait di Pengelolaan
Arsip sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Pengelolaan Arsip dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di
masa mendatang; dan

e. melaporkan Pelaksanaan Kinerja Di Lingkungan
Pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan dan
peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana

kegiatan mendatang.
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2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber daya perangkat daerah memuat penjelasan ringkas

tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dan

fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya

manusia dan asset/modal.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan roda organisasi pemerintahan dalam

mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan,
maka organisasi harus digerakkan oleh seluruh elemen yang ada baik
pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf.Secara umum
jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Natuna berjumlah 31 orang. dengan klasifikasi
berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan jenis kelamin
sebagaimana dapat dilihat pada grafik-grafik Data Statistik. Klasifikasi ini
juga menyesuaikan dengan ketentuan dalam pedoman perencanaan
penganggaran responsif gender, yaitu data terpilah antara jenis kelamin
laki- laki dan perempuan. Data tersebut nantinya juga digunakan dalam
analisis gender untuk dapat menetapkan kebijakan, program dan
kegiatan yang responsif gender. Berikut adalah data sumber daya
aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
berdasarkan beberapa klasifikasi, yaitu:

a. Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungional, Staf ASN dan Non ASN
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Tabel 2. 1
Rekapitulasi Pegawai DISPERPUSIP Kabupaten Natuna Berdasakan
Jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Non ASN

No. Nama Jabatan Jumlah
1. | Kepala Dinas 1

2. | Sekretaris 1

3. | Kepala Bidang 2

4. | Kepala Sub Bagian 2

5. | Kelompok Jabatan Fungsional

- Fungsional Analis SDA

- Fungsional Pustakawan

- Fungsional Arsiparis

— | |00 |

- Fungsional Pranata Komputer
6. | Staf ASN
7. | Staf Non ASN

b. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Pegawai DISPERPUSIP Kabupaten Natuna Berdasakan
Golongan Ruang menurut Jenis Kelamin

No Golongan/ Ruang Laki-Laki Perempuan
1. IvV/d - -
2. IV/c 1 -
3. IV/b 1 -
4. IV/a - _
5. II1/d 3 2
0. I/ c - 2
7. III/b 1 2
8. IIl/a 5 S
9. II/d 2 -
10. II/c 1 5
11. II/b - -
12. II/a - 1

Sumber : Data SIKEKAH DISPERPUSIP Kab. Natuna, Juni 2025
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Tabel 2. 3
Rekapitulasi Pegawai DISPERPUSIP Kabupaten Natuna Berdasarkan
Pendidikan Menurut Jenis Kelamin.

i

Pendidikan Laki-Laki Perempuan
S-2 2 -

S-1 8
D-1IV =
1

D-Ill
D-II
D-I -
SLTA 3
SLTP - -
SD - -

TOTAL | 14 | 17
Sumber : Data SIKEKAH DISPERPUSIP Kab. Natuna, Juni 2025

' ENIEN(ee]

N

©® N (01 (WIS (=

Tabel 2. 4
Rekapitulasi Pegawai DISPERPUSIP Kabupaten Natuna
Berdasarkan Eselon menurut Jenis Kelamin

0 Eselon Laki-Laki Perempuan |
1. Eselon | 0 0
2. Eselon Il 1 0
3. Eselon Il 2 1
4, Eselon IV 1 1
TOTAL 4 2
Sumber : Data SIKEKAH DISPERPUSIP Kab. Natuna, Juni 2025
c. Berdasarkan Jenis Jabatan
Tabel 2. 5
Rekapitulasi Pegawai DISPERPUSIP Kabupaten Natuna
Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
No Jabatan Laki-Laki Perempuan
1. Pelaksana 6 13
2. Fungsional 4 2

Sumber : Data SIKEKAH DISPERPUSIP Kab. Natuna, Juni 2025
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d. Jumlah PTT dan Harlep

Tabel 2. 6
Rekapitulasi PTT dan Harlep DISPERPUSIP Kabupaten Natuna
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No Pendidikan Laki-Laki Perempuan
1. S1 1 1
2. D3 - _
3. SMA 14 14
4. SMP - -
5. SD - -
TOTAL 15 15

Sumber : Data SIKEKAH DISPERPUSIP Kab. Natuna, Juni 2025

Berdasarkan Tabel diatas maka jumlah ASN, PTT dan Harlep
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjumlah 31 PNS, 30 PTT dan
Harlep. Menurut jenis kelamin jumlah Pegawai Laki-laki berjumlah 29
Orang dan jumlah Pegawai Perempuan 35 Orang.

Demikian juga bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan-
gender (gender mainstreaming), maka perbandingan jumlah pegawai laki-
laki dengan perempuan dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna menunjukkan angka yang cukup proporsional dan
berimbang, yakni: 47,54% pegawai laki-laki dan 57,37% pegawai
perempuan. Sumber daya aparatur pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Natuna dengan latar belakang pendidikan dan

kepangkatan sebagai berikut ini :
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Tabel 2. 7
Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil DISPERPUSIP
Kabupaten Natuna Tahun 2025
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Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna juga
didukung dengan sarana dan prasarana perkantoran. Sarana prasarana
merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam
hubungan langsung dengan pelayanan kepegawaian yang diberikan
oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Dalam
melaksanakan pelayanan publik sangat membutuhkan sarana dan
prasarana, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional
pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, TV, dan sarana
pendukung pelayanan lainnya harus memadai dan sesuai standar

pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada



RENSTRA 2025-2029

masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian. Adapun sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang

kepegawaian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 8
Sarana dan Prasarana DISPERPUSIP Kabupaten Natuna

ELIRE3IRE

LE-] RN A FE T ARARA LS = AT LAY T

el Lt L e o T
L] £ L] Ll ] L]
1 1 Wiral 1 5] [1;
» ol s amnt bl il x i i
i R EEaE ¥ (o] 1
& |Laman Besif Pdsial 1 o i
A s B L E] o] [}
¢ |Mmak Kaywna ] o [
O LTI PO T i LR T (5] [}
@ |Lermar Sk i o i
W | aiban o 1 ]
11 [T o - i
(R TR e TS BN R S T 1 5] L
bh |l Prarsobong Booriss 5 O i
1A | Pulhariio el fatlin e 1 [5] i}
LT [ e ] F o i
W [Pl T Bl anisi (] (o] i
I [Papsir en g i fa] L
IH |Ra 1 (5] [
L i o i
¥ | Tanais 1 5] [
1 |Plela Kaoria Haws B o P
22 |RAEn e e 1 =] o
N |PAeja LS 2 B Hi1 Linda 1) il L
S T | STE R 3 41wl . =] LS
2 | Banshsa Tuswisi EETET: & o i
S |PAE|a B T ] (5] [
FF | il Hooa g i i i
A | et ] e L
F |Plria Besad BAnja Basnkins i o {1
EF |k Bk ints LA 1= (5] [
AL | Pl Bbal e e fa lrsioe am i B bt i o i
12 |WEaiE O e F wbeln ¥ (5] i}
33 |Larian Ce 1 La} o
DA | A R 1 5] [+
B Sgalil T o I
W | 1 e [
77 | Twlewvis & o o
B | Ll B S » 5] a:
HE (L 1 5] i
A |Taaksliaaror 1 =] i
A1 |Camora Ydeo [olsasm] i O i
Ad | Taeng@la Ak riuem 1 =] [
19 | Py Enaa i [u] [
aa  |Hak i (5] [+
AL | Tk i F o o
M| P e 1 (5] i
AP |Pllaraken Py o g Musispmil i o i




RENSTRA 2025-2029

ECrDIsH
HNO AR B RAMG FUMILAH KURANG
. EAIK BERAT

1 2 a3 4 5 L]
48 (Meon Box 1 Urst 1 o o
4% |Papan idan/ Reldame & Uit 1 o 3
B0 |Braket T 1 Lirst 1 Qo o
51 |Mieja Kerja Pejabat Esselon ol % Urat 3 o o
52 |Mipja Kerja Pegawai Non Struktural 21 Linst r | o o
53 |Meja Kedja Pejabat Lainrya 1 Uit 1 o 0
54 |Meja Ketja Pejabat Lainrya 1 Palbet 1 0 o
55 |Me=ja Tamw Bikia ¥ Ut 2 o L]
Ghk |Mursi Merjs Pejahet Esselon S Uit L] o 8]
LY |Eurs Earps Pogavwal Nom Skl 15 Linag 15 o 0
S8 |Hurs Madap Depan Btja * Uit 2 o o
59 |Leman Buku 28 Linds ] o &)
B |(Camers Dagital 7 Uit 2 u} 0
61 |LLI Proyesdor 1 Urst 1 u] ]
62 |Mesim Cetak Eletronik 1 Liat 1 K] o
B3 |Mesin Barcode 1 Lipat 1 o I}
G4 | Termameter Digetal Z Uit 2 [N LE]
65 |PL LAeE 11 Livat 11 o o
Bl |PC Lt 1 Fakat 1 (8] 5]
&7 |Lapiogp 12 Limat 1.2 5] LE]
BH | Mot bsook & Uit 8 5] 8]
63 | SCEner 4 Liran 1 o (§]
0 |Primter Laser 1 Limit 1 o o
71 |Pricber Cefak Karbu Anggoda 1 Urit 1 o 0o
72 |Primter 16 Livat 16 o o
73 | Souind System 1 Pakat 1 o o
74 | Exbermud Hardisk 4 Uit 1q u] i]
75 |Saner 1 Urdt 1 o o
B (Rak Sedved 1 Uinit 1 5] x]
7 | Somur Pembeoran fer 1 Urat 1 5] 5]
M |Peralatan Penmainan Anak - Anak 2 Palet 2 o o
79 |Banguenan Gedung Perpostakaan T Gedung 7 u] ]
BD | Buku 19867 Examplar 19862 o 8]
81 |Kipas angn F Lirit i 2 ]
B2 |Stamding Mic 5 it 5 u] a
B3 |Kurs Ruamngan Rapar Stad 100 Uimit 1m0 o o
B |Pod Bainga Kedil 5 it & o i
A5 |Mampan 5 Uit 3 u] a
BE | e Tinas T Uit F 0 0
H7 |Tempat sampah P Unit 2 o i)
g8 |Mwja Sekolah o Lipdr q o o

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan
cerminan dari kemampuan instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi
utamanya, yakni meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan
pengelolaan kearsipan. Pelayanan yang diberikan meliputi peningkatan akses
layanan perpustakaan serta pengelolaan arsip daerah. Dalam pelaksanaannya,
kinerja pelayanan ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia
dan optimalisasi peran ASN di setiap unit kerja. Pendekatan yang bersifat
koordinatif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh

program dan kebijakan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.
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Selain itu, kinerja pelayanan juga didukung oleh keberadaan sarana

dan prasarana yang memadai. Fasilitas seperti ruang kerja, teknologi
informasi, dan perlengkapan administrasi memainkan peran penting dalam
mempercepat proses pelayanan. Dengan pemanfaatan teknologi, Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah telah meningkatkan efisiensi pelayanan
kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan data dan penyelenggaraan
kegiatan. Evaluasi kinerja secara berkala juga dilakukan untuk
mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan, sehingga kualitas
pelayanan terus meningkat dan mampu menjawab perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah memberikan disrupsikuat di seluruh
sendi kehidupan masyarakat.

Untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dapat diwujudkan,
dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran melalui indikator
yang telah ditetapkan. Capaian indicator kinerja sasaran Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna berdasarkan sasaran/target
renstra tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022-2024

T t Realisasi Capai %
o Indikator Satusn arge ealisasi apaian (%)
Kinerja Sasaran
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
1 Indeks
Kepuasan Indeks 80 85 85 80 80 80 100 | 94,11 | 94,11
Masyarakat
2 | Nilai LAKIP Nilai | 83,30 | 83,50 | 83,70 | 56,50 | 72,40 | 73,25 | 67,82 | 86,70 | 87,51
3 Indeks
Pembangunan Indeks 75 76 77 71,89 | 82,45 | 74,48 | 95,85 | 108,5 96
Literasi
4 Indeks
Penyelenggaraan | Indeks 60 70 75 48 47,91 72 80 68,44 96
Kearsipan

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Natuna dari tahun 2022 hingga 2024, berikut
adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 berhasil mencapai
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100% dari target, menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Namun;

capaian menurun pada tahun 2023 94,11% dan pada tahun 2024
94,11%, tetapi masih di sesuai target yang ditetapkan. Hal ini
mengindikasikan perlunya perbaikan layanan dan pendekatan lebih
intensif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di tahun-tahun
mendatang.

2. Nilai LAKIP
Nilai LAKIP menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian
target pada tahun 2022 sebesar 67,82%. Namun, terjadi kenaikan
capaian di tahun 2023 menjadi 86,70%, yang berada di atas target
yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan capaian
menjadi  87,51%, meskipun masih belum mencapai target
sepenuhnya. Penurunan capaian pada tahun 2023 perlu menjadi
perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat
ditingkatkan secara maksimal.

3. Indeks Pembangunan Literasi
Indeks Kualitas Perencanaan menunjukkan capaian yang stabil dan
konsisten di atas target pada ketiga tahun tersebut, yakni 95,85%
pada 2022, 108,5% pada 2023, dan 96% pada 2024. Hasil ini
menggambarkan bahwa kualitas perencanaan sudah cukup baik dan
menjadi salah satu kekuatan utama dalam pencapaian kinerja secara
keseluruhan.

4. Indeks Penyelenggaraan Kearsipan
Indeks Penyelenggaraan Kearsipan mengalami capaian yang
berfluktuasi, di mana pada tahun 2022 dan 2023 masih di bawah
target masing- masing dengan capaian 80% dan 68,44%. Namun,
pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dengan capaian
mencapai 96%, yang melampaui target yang ditetapkan. Hal ini
menunjukkan adanya perkembangan positif dalam daya saing daerah
yang perlu terus didukung dan dipertahankan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran menunjukkan tren

positif meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan
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pada tahun 2023. Disarankan untuk melakukan evaluasi mendala
terutama pada Nilai LAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat guna
mengidentifikasi faktor penyebab penurunan dan merumuskan strategi
perbaikan yang efektif. Kualitas perencanaan yang konsisten baik harus
dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengelolaan kinerja. Peningkatan
signifikan pada Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2024 juga harus
terus didorong melalui penguatan program dan kebijakan yang relevan.
Pengukuran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan
untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok
dan fungsinya, pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah yaitu pada urusan ©perencanaan serta penelitian dan
pengembangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian

sasaran strategis daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
3 Satuan
Kunci

2022 | 2023 | 2024 | 2022 2023 2024 2022 2023

2024

Nilai Tingkat
Kegemaran Membaca Nilai 70 75 80 0 65,16 80 0 76,66
Masyarakat

100

Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat Indeks 75 76 77 71,89 82,45 74,48 95,85 | 108,49

96,73

Tingkat Ketersediaan
Arsip sebagai Bahan
Akuntabilitas Kinerja,
Alat Bukti yang Sah
dan
Pertanggungjawaban
Nasional Kabupaten
Natuna

Persen 30 33 50 0 35,33 35,33 0 107,06

70

Tingkat keberadaan
dan keutuhan arsip
sebagai bahan
pertanggungjawaban
setiap aspek
kehidupan berbangsa Persen 70 80 85 0 116,16 80 0 145,20
dan bernegara untuk
kepetingan negara,
pemerintahan,
pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat

94
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Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaa

dan Kearsipan Kabupaten Natuna selama periode 2022-2024 secara
umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indeks Kualitas
Perencanaan relatif stabil dengan capaian di atas 98%, meskipun
pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dari target yang
ditetapkan. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan
menunjukkan progres signifikan dengan capaian yang melampaui
target, meskipun pada awal periode belum tersedia data. Indeks
Daya Saing Daerah sempat berada di bawah target pada tahun 2022-
2023, namun pada tahun 2024 meningkat tajam melampaui target
yang ditetapkan. Sementara itu, Indeks Inovasi Daerah masih menjadi
tantangan, di mana capaian mengalami penurunan cukup signifikan
pada tahun 2023 dan belum sepenuhnya pulih pada tahun 2024,
sehingga diperlukan strategi penguatan ekosistem inovasi daerah
secara lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dalam periode renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi
efektivitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan
pembangunan daerah. Penyajian tabel capaian indicator kinerja
program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan
antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama

periode Renstra 2021-2026.
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Tabel 2.11

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022-2024

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase Layanan
Dukungan Administrasi

Kabupaten,/ Kota Kesekretariatan Yang Indeks 80 85 85 80 80 80 100 94,12 94,12
Sesuai SOP
Nilai Laporan LKjIP Nilai 83,30 83,50 83,70 56,50 72,40 73,25 67,83 86,71 87,51
Program Pembinaan Indeks Kepuasan
Perpustakaan Pemustaka Indeks 75 76 77 82,27 80,46 82,87 | 109,7 105,9 107,6
Program Pengelola Persentase Perangkat
Kearsipan Daerah yang Mengelola Persen 60 70 75 46,67 47,91 72 | 77,78 68,44 96

Arsip
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Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Periode Tahun 2021 - 2026

Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Tahun ke-
Uraian
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11)
DISPERPUSIP | 4,412,978,492 [5,928,915,213 (11,196,875,916 | 5,295,271,970| 5,300,562,300| 4,254,410,037| 5,649,014,649| 9,605,853,497 -

R
NN NN NN
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2.1.3.1. Jenis Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna hadir sebagai
garda terdepan pelayanan informasi dan literasi, melalui layanan
perpustakaan yang ramah dan inklusif, serta layanan kearsipan yang tertib,
transparan, dan mendukung akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat dapat
menikmati akses baca buku cetak dan digital, layanan pojok baca
perpustakaan keliling, hingga konsultasi pengelolaan arsip, semua dengan
semangat melayani untuk mencerdaskan dan mendokumentasikan jejak
sejarah daerah.

Sebagai instansi penyelenggara pelayanan di bidang perpustakaan

dan kearsipan meliputi:

A. Pelayanan Bidang Perpustakaan
Pelayanan bidang perpustakaan memiliki beberapa jenis layanan yaitu:
1. Layanan Inti

a. Layanan keanggotaan: Pendaftaran anggota baru, baik secara
daring maupun luring, untuk pembuatan kartu anggota
perpustakaan;

b. Layanan sirkulasi: Peminjaman, perpanjangan, dan
pengembalian koleksi buku untuk anggota perpustakaa;

c. Layanan baca umum: Membaca koleksi di tempat, baik untuk
anggota perpustakaan maupun non-anggota, yang mencakup
koleksi umum, referensi dan deposit;

d. Layanan anak: Pelayanan khusus untuk anak-anak, termasuk
ruang baca anak yang nyaman;

e. Layanan referensi: Layanan untuk pencarian informasi secara
mendalam melalui koleksi referensi seperti buku langka, naskah
kuno dan audio visual.

2. Layanan Ekstensi dan Pengembangan

a. Layanan Pusling Cerdas (Perpustakaan Keliling - Cerita dari
Siswa): Pusling Cerdas tidak sekedar Mobil Perpustakaan
Keliling yang berkunjung ke sekolah di Kabupaten Natuna,

melainkan memiliki agenda kegiatan baru seperti membaca
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nyaring, dan mendengarkan cerita dari siswa;

b. Layanan POCADI (Pojok Baca Digital): Layanan perpustakaan
yang menyediakan akses ke buku cetak dan digital (e-book) serta
media lainnya untuk meningkatkan literasi masyarakat yang
dilengkapi dengan komputer dan tablet, serta koleksi digital yang
dapat diakses melalui server lokal atau aplikasi perpustakaan
digital seperti iPusnas dan ePusda Natuna dan layanan ini juga
dilengkapi dengan akses internet.

c. Kunjungan edukasi: Menerima kunjungan dari sekolah atau
kelompok lain untuk kegiatan edukasi;

d. Literasi informasi: Membantu masyarakat dalam memahami dan
memanfaatkan informasi yang ada, termasuk promosi
pemanfaatan koleksi perpustakaan.

e. Layanan koleksi konten lokal: layanan perpustakaan yang
menyediakan, mengelola, dan melayankan bahan pustaka yang
berkaitan dengan sejarah, budaya, sosial, ekonomi, dan potensi
daerah dan karya hasil penulis lokal.

3. Layanan berbasis teknologi

a. Otomasi dan penelusuran: Penggunaan sistem informasi seperti
INLISLITE atau program lainnya untuk pencarian katalog,
pengisian buku tamu, dan peminjaman;

b. ePusda Natuna: Perpustakaan digital milik Perpustakaan Daerah
Kabupaten Natuna yang dapat di akses melalui smart phone dan
komputer ataupun laptop untuk membaca ribuan buku selama
24 jam setiap harinya melalui sambungan internet tanpa harus
datang langsung ke perpustakaan.

4. Layanan Berbasis Inklusi Sosial

a. Edu Wisata: Kunjungan terjadwal ke Perpustakaan Daerah yang

dikemas dengan berbagai kegiatan menarik dan menghadirkan

narasumber yang kompeten dibidangnya, sebagai kegiatan

rekreasi dan aktivitas edukasi atau pendidikan untuk pelajar

tingkat SMA,;
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b. LEC (Library English Course): Kursus Bahasa Inggris dan
Mandarin gratis di perustakaan daerah dengan memanfaatkan
fasilitas dan koleksi perpustakaan sebagai sarana belajar;

c. BerTanDak (Berlatih Tari dan Gerak): Belajar Menari Tradisional
dan Modern gratis untuk pelajar dan umum di perpustakaan;

d. Kenduri Dongeng (Mengenalkan dongeng sejak dini kepada
Pemustaka Cilik);

e. SAPA (Salam Jumpa Pemustaka);

f. DIKSI (DI sini Kita BerpuiSI): Pelatihan menulis puisi untuk
pelajar tingkat SMA sederajat;

g. Bin’A Persada (Bimbingan Perpustakaan Sekolah dan Desa):
Bimbingan Teknis pendampingan akreditasi perpustakaan
sekolah dan desa/kelurahan untuk dapat merangsang perolehan
akreditasi dan pembenahan tata kelola sekolah dan
desa/kelurahan yang lebih baik;

h. AKAD (Aksi Karya Anak Daerah): untuk mewujudkan fungsi
penelitian di perpustakaan, perpustakaan daerah bekerjasama
dengan ikatan mahasiswa Kabupaten Natuna di seluruh daerah,
untuk dapat menyimpan tugas akhirnya di perpustakaan guna
mendukung kegiatan penelitian, baik oleh akademisi maupun
masyarakat umum dengan tetap menerapkan etika menulis dan

anti plagiarisme.

B. Pelayanan Bidang Kearsipan

Pelayanan bidang perpustakaan memiliki beberapa jenis layanan

yaitu:

1. Pelayanan Pengelolaan Arsip Dinamis: mencakup serangkaian
kegiatan untuk menciptakan, menggunakan, memelihara, dan
menyusutkan arsip yang masih aktif digunakan. Layanan ini
bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan

akuntabilitas, alat bukti, dan informasi yang mudah diakses oleh

pemerintah dan masyarakat, dengan bantuan instrumen seperti
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tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem
klasifikasi keamanan serta akses arsip;

2. Pelayanan Pengelolaan Arsip Statis: mencakup berbagai kegiatan
untuk memberikan akses dan pemanfaatan arsip, seperti
menyediakan ruang layanan dengan fasilitas pendukung (meja
baca, listrik), layanan arsip elektronik melalui sistem informasi
kearsipan statis, layanan referensi (pencarian dan penyediaan
informasi), dan layanan konsultasi. Selain itu, layanan ini juga
mencakup preservasi arsip (pencegahan kerusakan) dan
pengelolaan arsip untuk menjaga kelestariannya, yang bertujuan
untuk melestarikan informasi sejarah dan mendukung penelitian;

3. Pelayanan Penyusutan dan Pemusnahan Arsip: adalah proses
pengelolaan arsip yang bertujuan mengurangi jumlah arsip dengan
cara memindahkan arsip inaktif, memusnahkan arsip yang tidak
memiliki nilai guna, dan menyerahkan arsip statis ke lembaga
kearsipan. Proses ini dilakukan berdasarkan jadwal retensi arsip
(JRA) dan melibatkan pembentukan panitia, penyeleksian,
penilaian, pengajuan persetujuan, hingga penetapan arsip yang
akan dimusnahkan;

4. Pelayanan Penggunaan Aplikasi Kearsipan (Srikandi): mencakup
pengelolaan surat masuk/keluar secara elektronik, digitalisasi
arsip, penandatanganan surat dengan Tanda Tangan Elektronik
(TTE), dan pemusnahan arsip yang terintegrasi. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
dalam tata kelola kearsipan di instansi pemerintah. Pengguna dapat
mengakses aplikasi melalui browser dengan login menggunakan
username dan password yang diberikan oleh administrator;

5. Pelayanan Akusisi Arsip: proses penambahan koleksi arsip statis
pada lembaga kearsipan yang dilakukan melalui penyerahan arsip
dari pencipta arsip. Pelayanan ini meliputi tahapan seperti

pendataan, penataan, koordinasi, penilaian, dan akhirnya serah

terima arsip yang didukung oleh dokumen seperti berita acara serah
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terima. Proses ini memastikan arsip yang bernilai sejarah dan
penting dapat diselamatkan serta dilestarikan untuk jangka
panjang.

6. Pelayanan JIKN dan SIKN: mencakup akses publik daring ke
arsip, seperti pencarian dan pameran virtual, serta layanan seperti
konsultasi, pemesanan, dan pemesanan salinan arsip. SIKN adalah
sistem untuk mengelola data arsip, sedangkan JIKN adalah
antarmuka pengguna (web) yang menampilkan arsip dari berbagai
simpul jaringan (lembaga pengelola arsip) secara nasional;

7. Pengawasan Kearsipan Internal ( ASKI ): proses penilaian untuk
memastikan pengelolaan arsip di suatu organisasi sesuai dengan
prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku. Tujuannya
adalah memastikan kepatuhan dan mendorong peningkatan
kualitas pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan,
pemeliharaan, hingga penyusutan arsip, serta evaluasi sumber

daya dan sarana prasarana kearsipan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
Hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna selama lima tahun
mendatang. Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditujukan kepada
berbagai kelompok sasaran yang mencakup masyarakat umum, lembaga
pendidikan, serta perangkat daerah sebagai pengguna layanan perpustakaan dan
kearsipan.
Adapun kelompok sasaran layanan pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat Umum
Kelompok ini merupakan sasaran utama layanan perpustakaan,
yang meliputi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Layanan

yang diberikan mencakup akses bahan pustaka, layanan baca di

tempat, peminjaman buku, serta layanan literasi dan inklusi sosial.

aaaaa
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Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca, budaya literasi,
serta pemberdayaan masyarakat berbasis informasi.
2. Pelajar dan Mahasiswa

Kelompok pelajar mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga
mahasiswa merupakan sasaran strategis dalam pengembangan budaya
baca. Layanan yang diberikan meliputi penyediaan koleksi referensi,
bahan ajar, literatur ilmiah, serta fasilitas belajar yang mendukung
kegiatan akademik dan peningkatan prestasi.

3. Tenaga Pendidik (Guru dan Dosen)

Guru dan dosen merupakan kelompok sasaran yang berperan
penting dalam meningkatkan literasi di lingkungan pendidikan.
Layanan yang diberikan mencakup akses referensi pendidikan, bahan
ajar, serta dukungan terhadap pengembangan kompetensi melalui
literasi informasi.

4. Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah

Kelompok ini menjadi sasaran dalam pembinaan dan
pengembangan perpustakaan. Dinas memberikan layanan berupa
pembinaan teknis, bantuan koleksi, akreditasi perpustakaan, serta
peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar sesuai dengan
standar nasional.

5. Komunitas Literasi dan Pegiat Literasi

Komunitas literasi merupakan mitra strategis dalam
meningkatkan budaya baca masyarakat. Layanan yang diberikan
meliputi fasilitasi kegiatan literasi, pelatihan, serta dukungan program
berbasis inklusi sosial.

6. Perangkat Daerah (OPD)

Dalam bidang kearsipan, perangkat daerah menjadi sasaran

utama layanan. Layanan yang diberikan meliputi pembinaan

pengelolaan arsip dinamis, pengawasan kearsipan, serta pendampingan

dalam penerapan sistem kearsipan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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7. Aparatur Sipil Negara (ASN)
ASN sebagai pengelola arsip di masing-masing unit kerja menjadi
sasaran dalam peningkatan kapasitas pengelolaan arsip. Layanan yang
diberikan meliputi pelatihan, bimbingan teknis, serta sosialisasi tata
kelola arsip yang tertib dan akuntabel.
8. Lembaga Pendidikan dan Instansi Pemerintah
Lembaga pendidikan dan instansi pemerintah lainnya menjadi
sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan layanan perpustakaan
serta kearsipan, termasuk kerja sama dalam pengelolaan informasi dan
dokumentasi.
9. Peneliti dan Akademisi
Kelompok ini memanfaatkan layanan perpustakaan dan arsip
sebagai sumber data dan referensi penelitian. Layanan yang diberikan
mencakup akses arsip statis, koleksi langka, serta sumber informasi
ilmiah.
10. Masyarakat Berkebutuhan Khusus
Dinas juga memberikan perhatian kepada kelompok disabilitas
melalui layanan perpustakaan inklusif, seperti penyediaan bahan

pustaka braille, audiobook, serta fasilitas ramah disabilitas.
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kondisi atau keadaan yang belum sesuai
dengan harapan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal
penting yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh signifikan
terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sebagai perangkat
daerah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencananan,
penelitian dan pengembangan, Dinas Perpustakaan dan kearsipan
Kabupaten Natuna memiliki tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan
menetapkan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Oleh
karena itu, penentuan isu-isu strategis diawali dengan identifikasi

permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disertai dengan pengenalan dan
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analisis terhadap berbagai faktor pendorong dan penghambat, baik yang
bersumber dari internal organisasi maupun lingkungan eksternal, yang
dapat memengaruhi kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan
daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mendukung
peningkatan literasi masyarakat serta tata kelola arsip yang tertib dan
akuntabel masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup
kompleks, baik dari aspek layanan perpustakaan maupun kearsipan.
Kondisi ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian serius agar
pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap permasalahan ini menjadi
dasar penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya
pengembangan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat beberapa aspek
sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kunjungan dan minat baca masyarakat sehingga
layanan perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Keterbatasan koleksi bahan pustaka baik jumlah, ragam, maupun
kemutakhiran informasi yang tersedia bagi masyarakat.

3. Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai, termasuk ruang
baca, fasilitas layanan, dan akses teknologi informasi.

4. Belum optimalnya layanan perpustakaan berbasis digital, seperti e-
library, katalog online, dan akses koleksi digital.

5. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pustakawan dan arsiparis,
baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

6. Pelayanan kearsipan belum tertib dan optimal, terutama dalam
pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah.

7. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian arsip statis, sehingga

berisiko terhadap hilangnya memori kolektif daerah.

8. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan perangkat daerah dalam




A .

RENSTRA 2025-2029 “ls

pengelolaan arsip, sesuai standar dan regulasi yang berlaku.

9. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perpustakaan
desa/kelurahan dan sekolah, sehingga belum memenuhi standar
nasional.

10. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial belum berjalan maksimal
dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

11. Sistem informasi perpustakaan dan kearsipan belum terintegrasi,
sehingga pelayanan belum efektif dan efisien.

12. Keterbatasan anggaran dalam mendukung peningkatan kualitas

layanan, baik perpustakaan maupun kearsipan.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan
yang ditangani Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, mempertimbangkan
renstra dari kementrian/lembaga terkait (Perpusnas) dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dengan didasarkan
tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan kondisi
atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu
kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

[su-isu strategis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditentukan
dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan. Dari diskusitersebut maka dapat ditetapkan
isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya minat baca masyarakat yang berdampak pada belum

optimalnya pemanfaatan layanan perpustakaan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan baik dari segi koleksi,

ruang layanan, maupun teknologi informasi.
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3. Belum optimalnya transformasi digital perpustakaan dan kearsipan,
termasuk otomasi dan digitalisasi koleksi serta arsip.

4. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pustakawan dan arsiparis
sesuai standar nasional.

5. Rendahnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya
pengelolaan arsip yang tertib dan sesuai kaidah.

6. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebagai
memori kolektif daerah.

7. Kurangnya pembinaan perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah
sehingga belum memenuhi standar nasional perpustakaan.

8. Keterbatasan anggaran dalam mendukung program pengembangan
perpustakaan dan kearsipan.

9. Belum optimalnya layanan inklusi sosial berbasis perpustakaan untuk
pemberdayaan masyarakat.

10. Kurangnya integrasi sistem informasi kearsipan antar perangkat daerah.

Teknik menyimpulkan isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dituangkan dalam tabel

2.13.
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Tabel 2.13

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Natuna

Potensi Daerah yan i i i .
. . yans Permasalahan | Isu KLHS yang Relevan IsulingkunganiDinamisYangiRelevanibenganibD Isu Strategis
No Menjadi Kewenangan . )
o PD dengan PD Global Nasional Regional PD
1 2 3 4 5 6 7 8
Ketersediaan Rendahnya minat | Peningkatan kualitas Transformasi Gerakan Literasi | Penguatan Penmgka?tan .
1 L . o . ) . ) budaya literasi
perpustakaan daerah baca masyarakat SDM berbasis literasi digital informasi | Nasional literasi daerah
masyarakat
Sarana dan Pemerataan Penguatan
Koleksi dan layanan Akses informasi Digital library Standarisasi sarana dan
2 prasarana ) layanan
perpustakaan berkelanjutan development perpustakaan prasarana
terbatas perpustakaan
perpustakaan
. . L Transformasi . Pengembangan
Sistem layanan Belum optimalnya | Efisiensi layanan . . Integrasi sistem
3 . . . Smart library digital . . perpustakaan
perpustakaan digitalisasi berbasis teknologi . informasi daerah o
pemerintah berbasis digital
. Peningkatan
. . Peningkatan .
4 SDM pustakawan dan Keterbatasan SDM | Peningkatan kapasitas Knowledge- Penguatan ASN Kapasitas SDM kompetensi SDM
arsiparis kompeten SDM based society profesional P perpustakaan
daerah .
dan kearsipan
Rendahnya Tata kelola S|stem. . Penmgkat'an tata
. . . Good Pemerintahan Reformasi kelola arsip yang
5 Pengelolaan arsip daerah kesadaran tertib pemerintahan . . . .
arsi berkelaniutan governance Berbasis birokrasi daerah | tertib dan
P J Elektronik (SPBE) akuntabel

TN EEE
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1 2 3 4 5 6 7 8
Optimali_'s'é_si
. . Belum optimalnya | Perlindungan memori Preservation of Penyelamatan Pelestarian enyelamatan
6 Arsip statis daerah p .y . 8 . .y . . peny .
pelestarian arsip kolektif heritage arsip nasional sejarah daerah dan pelestarian
arsip
Program Peningkatan
7 Perpustakaan Pembinaan belum | Pemerataan akses Inclusive perpustakaan Penguatan desa | pembinaan
desa/sekolah optimal literasi education berbasis inklusi literasi perpustakaan
sosial desa dan sekolah
Optimalisasi
S . Prioritas T endanaan
Keterbatasan Efisiensi penggunaan Sustainable Optimalisasi P
8 Anggaran daerah anggaran program
pendanaan sumber daya development . APBD
nasional perpustakaan
dan kearsipan
Penguatan peran
. L Belum optimal Pemberdayaan — . Perpustakaan Pengembangan erpustakaan
9 Layanan inklusi sosial . tim ops y Social inclusion . pu‘ ) & . 8 perpu .
dimanfaatkan masyarakat inklusi sosial ekonomi lokal sebagai pusat
inklusi sosial
. . . Integrasi sistem
. . . . | Efektivitas pengelolaan Big data Satu Data Integrasi data . & .
10 | Sistem kearsipan Belum terintegrasi . informasi
data governance Indonesia daerah .
kearsipan
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya
manusia serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran strategis dalam menyediakan
layanan informasi, pengembangan budaya literasi, serta pengelolaan arsip
yang tertib dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi informasi, tuntutan terhadap kualitas pelayanan
perpustakaan dan kearsipan semakin meningkat, baik dari aspek
aksesibilitas, kualitas layanan, maupun pemanfaatan teknologi digital.

Berdasarkan kondisi eksisting, capaian kinerja, serta berbagai
permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, diperlukan perumusan
tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan
berorientasi pada hasil. Perumusan ini menjadi landasan dalam
menentukan arah pembangunan urusan perpustakaan dan kearsipan agar
mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung prioritas
pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan diarahkan untuk meningkatkan
budaya literasi masyarakat, memperluas akses layanan perpustakaan, serta
mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan berbasis
teknologi informasi. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan disusun
sebagai langkah operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut,
melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, pengembangan layanan berbasis digital, serta penguatan tata
kelola kearsipan.

Dengan adanya rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan yang terarah dan terpadu, diharapkan penyelenggaraan layanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan

akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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3.1 Tujuan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan pernyataan yang
menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai
penjabaran dari visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam urusan
perpustakaan dan kearsipan. Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan disusun untuk mengarahkan seluruh proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan
daerah secara terpadu, terukur dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan ini
juga mencerminkan komitmen Dinas Perpustakaan dan kearsipan dalam
memperkuat kapasitas kelembagaan dalam bidang perpustakaan dan
kearsipan. Rencana Strategis ini merupakan langkah konkret dalam
mewujudkan masyarakat yang berdaya saing melalui literasi dan
informasi. Dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menargetkan peningkatan pelayanan
secara terukur dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Dinas Perpustakaan dan kearsipan yang melaksanakan fungsi
penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
memiliki kontribusiterhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.1

Kontribusi Disperpusip Terhadap pencapaian Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi RPJMD 2025-2029

Terwujudnya Kabupaten
Natuna yang Makmur,
Berdaya Saing dan
Berbudaya

Misi ke 4

4. Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang
Bersih dan Berbasis
Teknologi

Tujuan Daerah 4.1

4.1. Terwujudnya
Implementasi Reformasi
Birokrasi Berbasis
Teknologi

Indeks Reformasi
Birokrasi

Sasaran Daerah

4.1.1. Meningkatnya
Akuntabilitas kinerja
Daerah dan Pelayanan
Publik dengan
pemanfaatan teknologi
informasi

Indeks Pelayanan
Publik

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

Tujuan Perangka Daerah

4.1.1.1. Meningkatnya
Literasi Masyarakat dan
Tata Kelola Arsip melalui
Peningkatan Pelayanan
Publik yang Akuntabel

Sasaran 1 Perangkat Daerah

4.1.1.1.1. Meningkatnya
Kegemaran Membaca
Masyarakat

Nilai Tingkat
Kegemaran
Membaca
Masyarakat (TKM)

Sasaran 2 Perangkat Daerah

4.1.1.1.2. Meningkatnya
Penyelenggaraan
Kearsipan Daerah

Nilai Indeks
Penyelenggara
Kearsipan

Mengacu pada

rumusan Kontribusi

Dinas Perpustakaan dan

Kerasipan terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD,

tujuan yang akan dicapai
Kabupaten Natuna dalam melaksanakan

kearsipan selama kurun waktu 5

oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

(lima)

tahun ke

layanan perpustakaan dan

depan untuk
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menangani isu  strategis yang dihadapi adalah “Meningkatny

Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan
teknologi informasi” dengan indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Komponen Perencanaan dan Indeks Pelayanan Publik.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah
ditetapkan. Sasaran ini menjadi landasan dalam mengarahkan
pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, terstruktur, serta
sesuai dengan arah pembangunan daerah. Sasaran yang akan dicapai
oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna dalam rangka
pencapaian tujuan selama tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
Beserta dengan Target kinerja selama S5 (lima) tahun disajikan pada

tabel berikut:
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Tabel 3.2

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Disperpusip Tahun 2025-2029

NSPK Sasaran Target Tahun
RPJMD Tuj S Indikator Kinerj
Relevz:ng ujuan asaran ndikator Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Meningkatnya Meningkatnya  Meningkatnya
Akuntabilitas Literasi Penyelenggaraan Nilai Indeks
kinerja Daerah = Masyarakat Kearsipan
P 1 4,84 7 7
dan Pelayanan dan Tata Kelola Daerah Keezz :iezﬁgaraan 54,8 60 65 0 S
Publik dengan Arsip melalui P
pemanfaatan Peningkatan
teknologi Pelayanan Meningkatnya Nilai Tingkat
informasi Publik yang Kegemaran Kegemaran
Akuntabel Membaca Membaca 65,16 66 67 68 69
Masyarakat Masyarakat (TKM)
Meningkatnya
Kinerja Nilai SAKIP
Perangkat Perangkat Daerah 73,25 73,50 73,75 74,00 74,25
Daerah
Meningkatnya
Pelayanan Indeks Pelayanan
Publik Publik Perangkat 4 4 4,10 4,15 4,20
Perangkat Daerah
Daerah

| B B B
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3.3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah umum yang dirumuskan untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan urusan perpustakaan dan

kearsipan secara efektif dan berkelanjutan. Strategi ini disusun dengan

mempertimbangkan kondisi eksisting, permasalahan, serta isu strategis

yang dihadapi. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka

dirumuskan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Natuna Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

1.

Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat
Dilakukan melalui penguatan program literasi, promosi gemar
membaca, serta penyediaan layanan perpustakaan yang menarik dan

mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

. Pengembangan Layanan Perpustakaan yang Berkualitas

Dilaksanakan melalui peningkatan kualitas koleksi bahan pustaka,
pengembangan layanan berbasis kebutuhan pengguna, serta
peningkatan kenyamanan dan daya tarik perpustakaan.

Transformasi Digital Perpustakaan dan Kearsipan

Dilakukan dengan mengembangkan perpustakaan digital (e-library),
sistem otomasi perpustakaan, serta digitalisasi arsip guna
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.

Penguatan Sarana dan Prasarana

Dilaksanakan melalui pemenuhan dan peningkatan fasilitas
perpustakaan dan kearsipan, termasuk infrastruktur teknologi
informasi yang mendukung layanan modern.

Peningkatan Kapasitas SDM

Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta

peningkatan kompetensi pustakawan dan arsiparis agar profesional

dan sesuai standar.
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6.

10.

Penguatan Tata Kelola Kearsipan
Dilaksanakan melalui pembinaan, pengawasan, dan penerapan
standar pengelolaan arsip dinamis dan statis di seluruh perangkat
daerah.

Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Dilakukan dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan
masyarakat yang mendukung pemberdayaan ekonomi, pendidikan,
dan sosial.

Pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah

Dilaksanakan melalui pendampingan teknis, bantuan koleksi, serta
peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar memenuhi
standar nasional.

Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi

Dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah,
swasta, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam pengembangan
perpustakaan dan kearsipan.

Optimalisasi Pendanaan dan Sumber Daya

Dilaksanakan melalui pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien,
serta penggalian sumber pendanaan alternatif untuk mendukung

program dan kegiatan.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan

tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah. Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Natuna dapat disajikan pada table di bawah ini:
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Tabel 3.3
Penahapan Renstra Disperpusip Tahun 2025-2029

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V

(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
Penguatan Peningkatan Percepatan Pengembangan Pemantapan
dasar layanan kualitas dan transformasi dan integrasi kinerja dan
perpustakaan jangkauan digital layanan keberlanjutan
dan kearsipan layanan layanan melalui layanan
melalui melalui melalui integrasi sistem melalui
penataan penambahan  pengembangan perpustakaan peningkatan
kelembagaan, koleksi, e-library, dan kearsipan indeks
peningkatan pembinaan otomasi serta penguatan literasi, tertib
kapasitas perpustakaan perpustakaan, layanan inklusi arsip, serta
SDM, serta desa/sekolah, dan digitalisasi sosial evaluasi dan
penyediaan serta arsip penguatan
sarana dan peningkatan inovasi
prasarana layanan layanan
dasar kearsipan

Tahap I (2026) - Penguatan Dasar Layanan Perpustakaan dan Kearsipan

Pada tahap awal, fokus diarahkan pada penataan dasar penyelenggaraan

layanan perpustakaan dan kearsipan, meliputi:

o Identifikasi kondisi eksisting, kebutuhan layanan, dan permasalahan

o Penguatan kelembagaan dan regulasi internal

o Peningkatan kapasitas dasar SDM pustakawan dan arsiparis

o Penyediaan sarana dan prasarana minimal layanan

« Penyusunan sistem kerja dan standar operasional pelayanan

(¥ Tahap ini bertujuan membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan

layanan ke depan.

Tahap II (2027) - Peningkatan kualitas dan Jangkauan Layanan

Tahap ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan jangkauan

pelayanan, melalui:

e Penambahan dan pembaruan koleksi perpustakaan

« Penguatan pembinaan perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah

o Peningkatan layanan kearsipan di perangkat daerah
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« Pengembangan awal layanan berbasis teknologi (otomasi perpustakaan)

o Peningkatan literasi masyarakat melalui program-program aktif
(¥ Tahap ini menekankan penguatan layanan dasar agar lebih berkualitas
dan merata.
Tahap III (2028) — Percepatan transformasi digital layanan
Pada tahap ini dilakukan percepatan modernisasi layanan, meliputi:

« Pengembangan perpustakaan digital (e-library)

o Digitalisasi koleksi pustaka dan arsip

e Penerapan sistem informasi kearsipan

o Integrasi layanan berbasis teknologi informasi

« Penguatan literasi digital masyarakat
(3 Tahap ini bertujuan mewujudkan layanan yang modern, cepat, dan
berbasis teknologi.
Tahap IV (2029) - Pengembangan dan Integrasi Layanan
Tahap ini berfokus pada pengembangan layanan yang terintegrasi dan inovatif,
meliputi:

o Integrasi sistem perpustakaan dan kearsipan

Pengembangan layanan inklusi sosial berbasis perpustakaan

Peningkatan kualitas akreditasi perpustakaan

Penguatan pelestarian arsip statis daerah

Pengembangan kerja sama dan kemitraan lintas sektor
(¥ Tahap ini diarahkan pada layanan yang inovatif, inklusif, dan terintegrasi.
Tahap V (2030) - Pemantapan kinerja dan keberlanjutan layanan
Tahap akhir difokuskan pada pemantapan hasil dan pencapaian target
kinerja, meliputi:

« Peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat

o Peningkatan tingkat kegemaran membaca

o Pencapaian tata kelola kearsipan dengan kategori baik/sangat baik

o Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Renstra
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Penguatan keberlanjutan program dan inovasi layanan

(¥ Tahap ini bertujuan mencapai kinerja optimal dan berkelanjutan sesuai

target RPJMD.

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Natuna utnuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program.indikasi kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpadian dalam perwujudan sasaran,
tujuan serta visi dan misi.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah
khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan perlu
memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator
sasaran. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang
harus dilakukan wuntuk mencapai target indikator sasaran misi
dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan
dicapai setiap tahunnya.

Berikut penjelasan mengenai langkah dalam menentukan fokus
atau tema pembangunan lima tahun ke depan, yang tertuang dalam Tabel

3.4 berikut :
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Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Disperpusip Kabupaten

Natuna Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan

No Operasionalisasi NSPK RPIMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket.

1 Pengembangan budaya gemar Peningkatan kualitas Peningkatan budaya literasi Selaras
membaca sesuai Standar SDM melalui masyarakat melalui layanan
Nasional Perpustakaan penguatan literasi perpustakaan yang inklusif dan

merata

2 Standarisasi layanan Peningkatan kualitas Penguatan kualitas layanan Selaras
perpustakaan (koleksi, SDM, pelayanan publik perpustakaan sesuai standar
sarpras) nasional

3 Penerapan otomasi dan Transformasi digital ~ Pengembangan perpustakaan Selaras
digitalisasi perpustakaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

(e-library)

4 Pembinaan dan Pemerataan akses Peningkatan pembinaan dan Selaras
pengembangan perpustakaan  pendidikan dan pengembangan perpustakaan
desa/sekolah literasi desa/kelurahan dan sekolah

5 Pengelolaan arsip dinamis Reformasi birokrasi Peningkatan tata kelola arsip Selaras
sesuai standar kearsipan dan tata kelola dinamis yang tertib dan

pemerintahan akuntabel

6 Pengelolaan arsip statis dan Pelestarian nilai Optimalisasi penyelamatan Selaras
pelestarian arsip sejarah dan budaya dan pelestarian arsip statis

daerah daerah

7 Peningkatan kompetensi SDM  Peningkatan kualitas  Peningkatan kapasitas dan Selaras
pustakawan dan arsiparis aparatur profesionalisme SDM

perpustakaan dan kearsipan

8 Pengembangan sistem Penguatan sistem Integrasi sistem informasi Selaras
informasi kearsipan pemerintahan kearsipan berbasis digital

berbasis elektronik
(SPBE)
9 Pengembangan perpustakaan  Peningkatan Penguatan peran Selaras
berbasis inklusi sosial kesejahteraan perpustakaan sebagai pusat
masyarakat inklusi sosial dan
pemberdayaan masyarakat
10  Penguatan sarana dan Peningkatan Peningkatan sarana dan Selaras

prasarana perpustakaan dan
kearsipan

infrastruktur
pelayanan publik

prasarana layanan
perpustakaan dan kearsipan

BEERERE s
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN AN PENDANAAN
SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana
program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan
untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-
masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka
menengah OPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan
tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program.
Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang
menerima manfaat langsung dari jenis layanan OPD.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang
telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai
dengan urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
selama periode S (lima) tahun, dengan prioritas program beserta indikator
kinerja program.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, dan Sub
Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan

Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2025-

2029 dapat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna

Tahun 2025-2029

AR
FREFRRN e

Meningkatnya
Akuntabilitas
kinerja Daerah dan
Pelayanan Publik
dengan
pemanfaatan
teknologi informasi

Meningkatnya
Literasi Masyarakat
dan Tata Kelola Arsip
melalui Peningkatan
Pelayanan Publik
yang Akuntabel

Indeks Hasil
Pengawasan
Kearsipan Pada
Lingkup Pemerintah
Daerah

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Kearsipan Daerah

Nilai Indeks
Penyelenggaraan
Kearsipan

Meningkatnya
persentase arsip
yang terlindungi
dan
terselamatkan
secara
sistematis,
aman, dan
sesuai standar
kearsipan

Persentase Cakupan
Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip

Program
Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip

| IR IO I I O
IR
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Terlaksananya Jumlah OPD yang Pemusnahan Arsip
pemusnahan arsip | melakukan di Lingkungan
oleh sejumlah OPD | pemusnahan Pemerintah Daerah
sesuai dengan Kabupaten/Kota
ketentuan dan yang Memiliki
jadwal retensi Retensi si Bawah 10
arsip yang berlaku (Sepuluh) Tahun
Jumlah Arsip yang Penilaian,
Dilakukan Penilaian, Penetapan dan
Pelaksanaan

Penetapan dan
Pelaksanaan
Pemusnahan Arsip
yang Memiliki Retensi

Pemusnahan Arsip
yang Memiliki
Retensi di Bawah

di Bawah 10 10 (Sepuluh)
(Sepuluh) Tahun Tahun
Jumlah Arsip yang Pelaksanaan
Memiliki Retensi di Pemusnahan Arsip
Bawah 10 (Sepuluh) yang Memiliki
Tahun Retensi di Bawah
10 (Sepuluh)
Tahun
Terlaksananya Jumlah Arsip yang Perlindungan dan
upaya Dilindungi dan Penyelamatan Arsip
perlindungan dan Diselamatkan Akibat | Akibat Bencana yang
penyelamatan Bencana Berskala
arsip akibat Kabupaten/Kota
bencana pada
tingkat
kabupaten/kota

secara cepat, tepat,
dan sesuai standar
kearsipan
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Jumlah arsip yang di
evakuasi dan si
identifikasi akibat
bencana

Evakuasi dan
Identifikasi Arsip
Akibat Bencana

Jumlah arsip yang
dipulihkan dan
disimpan akibat
bencana

Pemulihan dan
Penyimpanan
Arsip Akibat
Bencana

Teridentifikasinya
sejumlah arsip
statis yang bernilai
guna sejarah dan
berhasil ditemukan
sesuai ketentuan
kearsipan.

Jumlah arsip statis
yang ditemukan

Pencarian arsip
statis
Kabupaten/Kota
yang dinyatakan
hilang

Jumlah Daftar

Penetapan dan

Pencarian Arsip (DPA) pengumuman
yang dilakukan Daftar Pencarian
penetapan dan Arsip (DPA)
pengumuman
Meningkatnya Persentase Perangkat | Program
persentase Daerah yang Perngelolaan Arsip
perangkat Mengelola Arsip
daerah yang

mengelola arsip
secara tertib,
sistematis, dan
sesuai dengan
standar
kearsipan.
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Terlaksananya
pengelolaan arsip
dinamis oleh
sejumlah OPD
secara tertib,
sistematis, dan
sesuai dengan

Jumlah OPD yang
mengelola arsip
dinamis

Pengelolaan arsip
dinamis daerah
Kabupaten/Kota

pengelolaan arsip
statis oleh
sejumlah OPD
sesuai dengan
prinsip, kaidah,
dan standar
kearsipan yang
berlaku

mengelola arsip statis

ketentuan
kearsipan
Jumlah naskah dinas Penciptaan dan
yang diciptakan dan penggunaan arsip
digunakan dinamis
Jumlah naskah dinas .
. Pemeliharaan dan
yang dilakukan envusutan arsi
pemeliharaan dan Penyus b
dinamis
penyusutan
Jumlah laporan hasil Pengawasan arsip
pengawasan arsip dinamis
dinamis kewenangan kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah OPD yang Pengelolaan arsip

statis daerah
Kabupaten/Kota
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Jumlah salinan Pengumpulan dan
otentik naskah asli penyampalan
arsip terjaga yang salinan ote'nt1k.
dikumpulkan dan naskah asli arsip
disampaikan kepada terjaga kepada
ANRI ANRI
Jumlah arsip statis Akuisisi,
yang diolah menjadi pengolahan’
Sumber informasi preservasi dan
akses arsip statis
Meningkatnya Jumlah OPD yang Pengelolaan simpul
jumlah OPD yang menggunakan simpul | jaringan informasi
memanfaatkan jaringan informasi kearsipan nasional
simpul jaringan kearsipan tingkat
informasi Kabupaten/Kota

kearsipan dalam
pengelolaan dan
layanan arsip
secara terintegrasi

Penyediaan
informasi, akses
dan layanan
kearsipan tingkat

Jumlah layanan
penyediaan informasi,
akses dan layanan
kearsipan tingkat

daerah daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
melalui JIKN melalui JIKN
Jumlah laporan hasil Pemberdayaan
pemberdayaan

kapasitas unit
kearsipan dan
lembaga kearsipan
daerah
Kabupaten/Kota

kapasitas unit
kearsipan dan
lembaga kearsipan
daerah
Kabupaten/Kota
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Meningkatnya
Kegemaran Membaca
Masyarakat

Nilai Tingkat
Kegemaran Membaca
Masyarakat (TKM)

Meningkatnya Indeks Kepuasan Program Pembinaan
tingkat Pemustaka Perpustakaan
kepuasan
pengguna
perpustakaan
terhadap
kualitas layanan,
fasilitas, koleksi,
dan kinerja
petugas yang
diberikan oleh
perpustakaan.
Meningkatnya Jumlah Pengelplaan
Jumlah Pgrpustakaan yang Pgrpustakaan
dikelola Tingkat Daerah
Perpustakaan yang Kabupaten /Kota
dikelola P
Jumlah Layanan Pengembangan
Perpustakaan dan Pemeliharaan
Elektronik yang Layanan
Dikembangkan Perpustakaan
dengan Manajemen Elektronik

Layanan TIK Berbasis
ISO20000 (ITSM :
Information
Technology Service
Management )
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Jumlah Perpustakaan
yang Dikembangkan
di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sesuai Standar
Nasional
Perpustakaan di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Sesuai
Kewenangannya

Pengembangan
Perpustakaan di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan
pada Satuan
Pendidikan Dasar

Pembinaan
Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan

dan yang Dilakukan Dasar di Seluruh
Pembinaan dalam Wilayah
Mewu]udkap Kabupaten/Kota
gtandaer;asmnal Sesuai dengan
erpustakaan Standar Nasional
Perpustakaan
Jumlah Tenaga Peningkatan

Perpustakaan yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya dan
Mendapat Sertifikasi
Tenaga Perpustakaan
dan Pustakawan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan
Pustakawan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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Jumlah Bahan Pengelolaan dan
Perpustakaan yang Pengembangan
Dilakukan Bahan Pustaka

Pengelolaan dan
Pengembangan untuk

Mewujudkan
Keberagaman Koleksi
Perpustakaan
Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembudayaan
Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca
Pemasyarakatan Gemar Membaca di Tingkat Daerah
Gemar Membaca di | Masyarakat Kabupaten/Kota
Masyarakat
Jumlah Bulan Sosiaisasi Budaya
Pelaksanaan Budaya | Baca dan Literasi
Baca dan Literasi pada Satuan
Pendidikan Dasar
dan Pendidikan
Khusus serta
Masyarakat
Jumlah Orang yang Pemberian
Mendapatkan Penghargaan
Penghargaan Gerakan Budaya
Gerakan Budaya Gemar Membaca

Gemar Membaca
Tingkat Kabupaten
Kota
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Jumlah Perpustakaan Pengembangan
Berbasis Inklusi Literasi Berbasis
Sosial di Wilayah Inklusi Sosial
Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan
Meningkatnya Kinerja Nilai SAKIP Perangkat
Layanan Publik Daerah
Perangkat Daerah
Meningkatnya Persentase Capaian Program Penunjang
Capaian Kinerja Kinerja Perangkat Urusan
Perangkat Daerah Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Persentase Realisasi Perencanaan,
Realisasi Kinerja Kinerja Perangkat Penganggaran, dan
Perangkat Daerah Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi dan
Capaian Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD dan Kinerja dan Ikhtisar
Laporan Hasil Realisasi Kinerja
Koordinasi SKPD

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
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Meningkatnya Kinerja
dan Layanan Publik
Perangkat Daerah

Indeks Pelayanan
Publik Perangkat
Daerah

Meningkatnya Indeks Kepuasan Program Penunjang
Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan
Masyarakat Pemerintahan
Terhadap Kabupaten/Kota
Layanan
Perangkat
daerah
Meningkatnya Persentase Ketepatan | Administrasi
Ketepatan Waktu Waktu Pembayaran Keuangan
Pembayaran Administrasi Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat
Keuangan Daerah

Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase Kehadiran
Pegawai

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Paket
Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya




RENSTRA 2025-2029

AR
FREFRRN e

| IR IO I I O
IR

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Orang yang

Mengikuti Sosialisasi Sosialisasi
Peraturan
Peraturan
Perundang-
Perundang- Undanean
Undangan g
Meningkatnya Persentase Administrasi Umum
penyediaan sarana | penyediaan sarana Perangkat Daerah
administrasi administrasi umum
umum perkantoran
perkantoran

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Penyediaan
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan
yang Disediakan Kantor
Jumlah Paket Penyediaan

Peralatan Rumah
Tangga yang
Disediakan

Peralatan Rumah
Tangga
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Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan

Penyediaan Bahan
Bacaan dan

Peraturan Peraturan
Perundang-Undangan Perundang-
yang Disediakan undangan
Jumlah Paket Penyediaan
Bahan/Material yang Bahan/Material
Disediakan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Penatausahaan Arsip Arsip Dinamis
Dinamis pada SKPD pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan

Dukungan .

. Sistem
Pelaksanaan Sistem .

. Pemerintahan
Pemerintahan Berbasis
Berbasis Elektronik Elektronik pada
pada SKPD p

SKPD




RENSTRA 2025-2029

AR
FREFRRN e

 FE NN
BN NN AR

Meningkatnya Jumlah barang yang Pengadaan Barang
Pemenuhan diadakan Milik Daerah
Barang Milik Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Pengadaan
Peralatan dan Mesin Peralatan dan
Lainnya yang Mesin Lainnya
Disediakan
Jumlah Unit Aset Pengadaan Aset
Tetap Lainnya yang Tetap Lainnya
Disediakan
Persentase Pengadaan Barang
pemenuhan barang Milik Daerah
milik daerah yang Penunjang Urusan
diadakan sesuai Pemerintah Daerah

permintaan dan
rencana kebutuhan
barang (RKBMD)

Jumlah Paket Mebel Pengadaan Mebel
yang Disediakan

Persentase Pengadaan Barang
peningkatan barang Milik Daerah

milik perangkat Penunjang Urusan
daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Pengadaan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Operasional atau
Lapangan yang Lapangan

Disediakan
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Jumlah Unit Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Pengadaan
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Meningkatnya
Pemenuhan Jasa
Penunjang Urusan
Perkantoran

Persentase
penyediaan jasa
sarana penunjang
urusan perkantoran

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

TR EEE RN
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pemeliharaan sarana
dan prasarana
penunjang urusan
perkantoran

Meningkatnya Jumlah Sarana dan Pemeliharaan
Pemeliharaan Prasarana Kantor Barang Milik
Barang Milik Yang Diperlihara Daerah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa
Dinas Operasional Pemeliharaan,
atau Lapangan yang Biaya
Dipelihara dan Pemeliharaan,
dibayarkan Pajak dan Pajak dan
Perizinannya Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan
Persentase

Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
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1 7

Jumlah Peralatan Pemeliharaan
dan Mesin Lainnya Peralatan dan
yang Dipelihara Mesin Lainnya
Jumlah Gedung Pemeliharaan /
Kantor dan Rehabilitasi
Bangunan Lainnya Gedung Kantor
yang Dipelihara/ dan Bangunan
Direhabilitasi Lainnya
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Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029
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Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

4.1.2.1.1.01 - PROGRAM Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat 4.1.2.1.1.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran,
PENUNJANG URUSAN Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH —
KABUPATEN/KOTA e 4.1.2.1.1.01.2.01.06 - Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.1.1.2.1.03 - PROGRAM Meningkatnya jumlah OPD yang mengelola 4.1.1.1.1.02.2.01 - Pengelolaan arsip dinamis
PENGELOLAAN ARSIP arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota

e 4.1.1.1.1.02.2..01.01 - Penciptaan dan
Penggunaan Arsip Dinamis

e 4.1.1.1.1.02.2.01.02 - Pemeliharaan dan
penyusutan arsip dinamis

Meningkatnya jumlah OPD yang mengelola 4.1.1.1.1.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah

arsip statis Kabupaten/Kota

e 4.1.1.1.1.02.2.02.01 - Pengumpulan dan
penyampaian salinan otentik naskah asli arsip
terjaga kepada ANRI

e 4.1.1.1.1.02.2.02.02 - Akuisisi, pengolahan,
preservasi dan akses arsip statis

Meningkatnya Pengelolaan simpul jaringan 4.1.1.1.1.02.2.03 - Pengelolaan simpul jaringan
informasi kearsipan nasional tingkat informasi kearsipan nasional tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

e 4.1.1.1.1.02.2.03.01 - Penyediaan informasi,
akses dan layanan kearsipan tingkat daerah
Kabupaten /Kota melalui JIKN
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1.2.1.1.1.02 - PROGRAM
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Meningkatnya tingkat kepuasan pengguna
perpustakaan terhadap kualitas layanan,
fasilitas, koleksi, dan kinerja petugas yang
diberikan oleh perpustakaan.

1.2.1.1.1.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

e 1.2.1.1.1.02.2.01.02 - Pengembangan
Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

e 1.2.1.1.1.02.2.01.04 - Pembinaan Perpustakaan
pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh
Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan
Standar Nasional Perpustakaan

e 1.2.1.1.1.02.2.01.09 - Pengelolaan dan
Pengembangan Bahan Pustaka

Meningkatnya Jumlah Kegiatan
Pemasyarakatan Gemar Membaca di
Masyarakat

1.2.1.1.1.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

e 1.2.1.1.1.02.2.02.01 - Sosiaisasi Budaya Baca
dan Literasi pada Satuan

e 1.2.1.1.1.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi
Berbasis Inklusi Sosial

BREFRRD e

I B E R i
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4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kinerja penyelenggaraan bidang wurusan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Natuna selama periode lima tahun ke depan
diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas
hidup masyarakat, dan mewujudkan pemerintahan yang berdaya saing di
Kabupaten Natuna. Hal ini sejalan dengan visi dan misi daerah yang
mengutamakan pelayanan prima melalui reformasi birokrasi dan meningkatkan
kualitas pendidikan.

Capaian kinerja pada bidang urusan difokuskan pada indikator-
indikator yang mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan
fungsi perangkat daerah. Indikator kinerja ini mencakup berbagai aspek
seperti nilai akuntabilitas, jumlah kunjungan perpustakaan pertahun,
jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial, indeks literasi masyarakat,
persentase arsip terkelola dengan baik, hingga persentase layanan arsip
berbasis teknologi. Dengan demikian, target kinerja dirancang secara
terukur untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-

program prioritas.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna merupakan ukuran pokok yang mencerminkan
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam
menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan. IKU dirumuskan
secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu
menggambarkan capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya
pembangunan daerah yang konsisten, terintegrasi, berbasis data, serta

berkelanjutan.
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Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perpus

beserta target

yang akan dicapai

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Natuné

lima tahun mendatang sebagaimana

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

.....

N -
-----

aaaaa

TARGET TAHUN
No INDIKATOR SATUAN KET
2025 2026 2027 2028 2029
2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Nilai Tingkat
Kegemaran Nilai 65,16 66 67 68 69
Membaca
Masyarakat
2 | Nilai Indeks
Penyelenggaraan Nilai 54,84 60 65 70 75
Kearsipan

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci

(IKK)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Natuna merupakan tolok ukur utama dalam menilai pencapaian

kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi pada urusan

perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKK disusun untuk
memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang

dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran

strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Adapaun Indikator
Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
beserta lima tahun mendatang sebagaimana

target yang akan dicapai

disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

HEH RN oE s

TARGET TAHUN
No INDIKATOR SATUAN KET
2025 2026 2027 2028 2029
2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Nilai Tingkat
Kegemaran Nilai | 65,16 66 67 68 69
Membaca
Masyarakat
2 | Indeks
Pembangunan Indeks 10,91 11 11,50 11,70 12
Literasi Masyarakat
3 | Tingkat

Ketersediaan Arsip
sebagai Bahan
Akuntabilitas
Kinerja, Alat Bukti Persen 70 75 76 77 78
yang Sah dan
Pertanggungjawaban
Nasional Kabupaten
Natuna

4 | Tingkat keberadaan
dan keutuhan arsip
sebagai bahan
pertanggungjawaban
setiap aspek
kehidupan
berbangsa dan Persen 60 65 70 75 80
bernegara untuk
kepetingan negara,
pemerintahan,
pelayanan publik
dan kesejahteraan

rakyat
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun
mendatang. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, hasil telaahan
permasalahan layanan dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil
capaian indikator kinerja selama S (tahun). Renstra ini memuat tujuan, sasaran,
indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif.
Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut
ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang
akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas

kinerja perangkat daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pebmbangunan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang
dan Jabatan Fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna diharapkan berkomitmen dalam mendukung
pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan
dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam
dokumen Renstra dengan sebaik-baiknya;

2. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Dalam
pelaksanaan sehari-harinya, Kepala dibantu oleh seluruh jajaran di
lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna;

3. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna 2025-
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2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Unt

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan,
maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembanguan serta memastikan pencapaian target-target
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2025-
2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,
pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. Apabila
terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional dan atau
perubahan kebijakan Kabupaten Natuna, maka dapat dilakukan perubahan
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2025-
2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan
didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Natuna.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan Renstra Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan melalui proses pemantauan dan
penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan guna memastikan kesesuaian dengan rencana, target kinerja, dan pagu
anggaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data
capaian kinerja (output dan outcome), perbandingan antara target dan realisasi,
serta analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan.
Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara periodik (triwulanan, tahunan,
dan akhir periode) dengan menggunakan berbagai instrumen seperti Renstra,
Renja, indikator kinerja, dan laporan realisasi, serta melibatkan perangkat
daerah terkait. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar dalam perbaikan
perencanaan, penyesuaian program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas

pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara berkelanjutan.
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